PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS :

NOMOR 01 TAHUN 2013
o TENTANG

: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS :

| Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2013 v v
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS :

:a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 185 ayat (4)

~ Undang-Undang ©~ Nomor - 32 ~ Tahun 2004 tentang
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran ‘Negara -
~ Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah .

beberapa kali terakhir dengan ° Undang-Undang Nomor 12
~ Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
‘Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
‘~(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan
~Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Dewan

: ,;Perwakllan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Bengkalis
telah - menyempurnakan "Rancangan Peraturan Daerah

“tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD)
‘Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Keputusan Gubernur

" “Riau Nomor: KPTS.167 /II/2013 ‘tentang Hasil Evaluasi
~ Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang

Anggaran - Pendapatan dan Belanja - Daerah  Tahun
Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis

_tentang PenJabaran "APBD Kabupaten Bengkahs Tahun . .
; Anggaran 2013 : ~

. ;bahwa penyempurnaan sebagalmana | d1maksud pada '
 huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran

_Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tidak

~bertentangan dengan kepentlngan umum dan peraturan‘

5 perundang undangan yang lebih tlnggl,

. [bahwa ‘berdasarkan - ‘pertimbangan sebagalmana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan

~Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" N

Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukanb

Daerah = Otonom - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Repubhk
Indonema Tahun 1956 Nomor 25), .

12 Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bum1 o
- dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubhkk“

Indonesia Nomor 3312), sebagalmana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

o Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 3569)




v Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan o
- Negara’ (Lembaran- Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a‘

' Nomor 4286), ;

. Undang-Undang | 'Noihbr 1 Tahun 2004 tentang

= "“Perbendaharaan - Negara (Lembaran Negara Repubhk
~ Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
s Repubhk Indonesia Nomor 4355);

.,'Undang—Undang Nomor' 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan® dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

~(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004

 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Idones1a

Nomor 4400),

. ’Undang;Undang* Nom'or 25 'Té.hun.' 2004 tentang Sistem ,

" Perencanaan. Pembanguhan Nasional (Lembaran Negara
- Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

‘ Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 442 1);

. Undang-Undang Nomor ’ 32  Tahun 2004 tentang
‘7'Pemer1ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

S Repubhk Indonesia’ Nomor 4437), sebagaimana telah diubah

_beberapa kah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12

~Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang '

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

y f(Lembaran Negara = Republik = Indonesia Tahun 2008
- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

‘ Nomor 4844), -

o ‘,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan} ,

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

: }.Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
;Nomor 4438),

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah o
_dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indone31a
.. Tahun  2009° Nomor 130, Tambahan - Lembaran Negara’

i *Repubhk Indones1a Nomor 5049),

- 10.

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang &
~Pembentukan Peraturan Perundang—undangan (Lembaran

o ,Negara Repubhk Indone31a Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

e _Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 5234)

2



11.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repulik
o Indones1a Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
‘"*,;;Negara Republik Indones1a Nomor 4416) sebagaimana telah

~diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 ix

" tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan |
:lep1nan dan Anggota Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah

:j"(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor
94, Tambahan Lembaran : ,Negara Repubhk Indonesia
g ;Nomor 4540), D S » -

12.

Peraturan Pemerlntah Nomor - 23 ~Tahun 2005 tentang
: Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun- 2005 Nomor 48, Tambahan |
E 'fLembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor 4502);

13 P

LPeraturan Pemermtah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar St
’,fiAkutan31 “Pemerintahan (Lembaran - Negara  Republik =
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran' :

N Negara Repubhk Indones1a Nomor 4503),

14,

,k,Peraturan Pernerlntah Nomor 54 Tahun 2005 tentang :
‘}F'Panaman Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
-~ Tahun 2005 Nomor 136, Tarnbahan Lembaran Negara‘ Sl

~ Republik Indones1a Nomor 4570);

15

. Peraturan Pemcrlnta.h Nomor 55 zT_ahun 2005 tentang Dana
'Perimbahgan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

~.-2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
: :~;Indones1a Nomor 4575), '

16.

17,1

18.

Peraturan Pemerlntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
‘Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

| ,Negara Repubhk Indones1a Nomor 4576), :

‘Peraturan Pemermtah Nomor 57 Tahun 2005 tentang H1bahf_f,"v“;,!j}ﬁ ‘
; 'k"'~Kepada Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun =~

2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4577), ‘

iPeraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
, "Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik .
- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran{ o
‘ Negara Repubhk Indone81a Nomor 4578), '

19,

Peraturan Pemermtah Nomor 65 Tahun 2005 _tentang

- Pedoman Penyusunan dan Penerapan ‘Standar Pelayanan

"'M1n1ma1 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005

-~ Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia - »":k“‘;\i
Nomor 4585), ' SR S , B

Peraturan Pemerlntah Nomor 24 ‘Tahun 2004 tentang e
}Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota



20.

Pera'tura’/n, - Pemériﬁtah ‘Nor:no’r 79 Tahun 2005 tentang -

- Pedoman Pembinaan dan Pengawasan‘ Penyelenggaraan
~ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones1a‘

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indone31a Nomor 4593), L

21,

Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

: - (Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2006
- "Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone51a B
- Nomor 4614), , ‘

22,
e Pembaglan Urusan Pemermtahan _antara Pemerintah,

Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

E Pemermtahan Daerah Prov1ns1 dan Pemerintahan Daerah

,Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

s - Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara |

\ ‘Repubhk Indones1a 4737), ,

| -23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07 Tahun_

. 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah =

# Kabupaten - Bengkahs - (Lembaran Daerah Kabupaten :
Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07); : ‘

24, |
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2009 B
: “Nomor 03), : :

Dengan Persetujuan Bersama

7 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

,dan
BUPATI BENGKALIS
MEMUTUSKAN

 Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN -

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN o

ANGGARAN 2013

Pl

Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah Tahun Anggaran 2013 |
adalah sebagal benkut SO

1. Pendapatan Daerahr' A fRp.-'3.‘2"71.263.535.00701,00 ,
2. BelanJaDaerah A ~~ Rp. 4.766.263.535.000,00

Surplus /(Deﬁs1t Rp.(1.495.000.000.000,00)



3.

Pemblayaan Daerah
a. Penenmaan . Rp. 1. 500 000.000.000, OO

b. Pengeluaran Rp.’ e 5.000.000. 000,00
RS Pemblayaan Netto Rp 1.495.000.000. 000,00

Sisa Leb1h Pemblayaan Anggaran Tahun Rp ' : _ B 0,00
berkenaan i : SRE .

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagalmana dimaksud pada pasal 1 ‘terdiri dar1

Ca.
b.

T C.

Pendapatan Ash Daerah sejumlah Rp. 235.120.650. OOO 00
Dana Penmbangan se_]umlah Rp. 2.994, 142, 885 000,00

“Lain- lain pendapatan. .daerah - yang sah sejum'lah

Rp. 42.000.000.000,00 -

(2) Pendapatan Asli Daerah Vsebagaunana dirnaksud pada .ayat (1)
huruf a, terdiri dar1 jenis pendapatan: o S

a.
b.
c.

d.

Pajak Daerah’ se_]umlah Rp. 32.260.000.000,00
Retribusi Daerah se_]umlah Rp. 24.727.550.000,00
Hasil- pengelolaan kekayaan daerah yang d1plsahkan sejumlah

- Rp. 30.800. OOO 000,00

Lain- 1a1n Pendapatan ©Asli Daerahj_ yang sah sejumlah -
Rp 147. 333 100 OOO OO R s . ~ s

(3) Dana penmbangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri dari j Jenls pendapatan

a.

b.

Dana bag1 has11 sejumlah Rp 2. 952 228. 124. 000 OO
Dana aloka31 umum sejumlah Rp. 31.862. 241 OOO 00

Dana alokas1 khusus se_]umlah Rp. 10. 052 520 OOO 00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagalmana dlmaksud pada} '
ayvat (1) huruf c, terd1r1 dar1 _]enls pendapatan

‘a. Hibah 'sejumlah Rp 0 OO

'b.Dana darurat sejumlah Rp 0,00

~c.Dana Bag1 Has1l Pajak sejumlah Rp. 40, OOO OOO OOO OO
d.Dana Penyesua1an dan Otonom1 Khusus sejumlah Rp. 0,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerlntah daerah
lainnya se_]umlah Rp 0,00



Pasal 3 1 .

(1) Belanja Daerah sebagalmana d1maksud pada pasal 1, terdiri dan

a. BelanJa T1dak Langsung sejumlah Rp. 1.712. 094 766.542,58

b BelanJa Langsung se_]umlah Rp 3 054. 168 768 457 42

(2) BelanJa T1dak Langsung subagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a, e

terdiri dar1 Jenls belan_]a L :;fr -

a. Belan_ja pegawal sejumlah Rp 981. 036 736. 455 92
~ b.Belanja bunga se_]umlah Rp. 0,00 ‘

c. Belanja subs1d1 se_]umlah Rp 13. 371 928 467 OO

d. Belanja h1bah sejumlah Rp 287 248. 700 732 69

e, BelanJa bantuan sos1a1 sejumlah Rp. 7. 620 800 OOO 00

f. Belanja bag1 hasﬂ seJumlah Rp 0, 00

g. BelanJa bantuan keuangan sejumlah Rp. 41 l 502 810 500, OO

- h. BelanJa tldak terduga sejumlah Rp. 1 1. 313 7 90 386 97

(3) Belanja Langsung sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b ,
terdiri darij JCI‘IIS belanja : v : '

a.
b.

c.

Belan_]a pegawal se_]umlah Rp 173 280. 341 731,00 -
Belan_]a belanJa barang dan Jasa sejumlah Rp 814.241.950.166, OO .
Belan_]a modal sejumlah Rp 2. 066.646. 476 560 42 A

Pasal 4

(1) Pemblayaan Daerah sebagalmana dlmaksud pada pasal 1, terd1r1 dan

a. Penerimaan se_]umlah Rp 1 500 000. 000 OOO 00
b. Pengeluaran se_]umlah Rp 5. 000. OOO OOO OO

(2) Penerlmaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a, terd1r1 dar1
, Jenls pemblayaan " : :

a.

" b.

®

. ‘Penenmaan pinjaman daerah sejumlah Rp. O OO

Slsa Leb1h Perhltungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
(SlLPA) sejumlah Rp. 1. 200 000.000.000, 00 . -

"Pencauran dana cadangan sejumlah Rp. 300 000. OOO 000, OO e

Hasil penjualan kekayaan daerah yang d1plsahkan sejumlah
Rp.0,00 : - G

Penerimaan kembah pembenan pinjaman sejumlah Rp. 0,00 .

Penerlmaan plutang daerah seJumlah Rp O 00




(3) Pengeluaran sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dar1
~ Jems pemblayaan o

a , embentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,00

b. penyertaan ‘modal (1nvestas1) pemenntah daerah sejumlah

Rp. 5. OOO 000.000,00.

, ‘c. pembayaran pokok utang sejumlah Rp o, OO

d. pemberlan pmJaman daerah se_]umlah Rp 0, OO

, Pasal 5

(1) Dalam hal terdapat darurat dalam pelaksanaan APBD, Pemerintah

Daerah dapat melakukan pengeluaran = yang belum tersedia

. anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana

~ dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang selanjutnya disampaikan dalam
laporan reallsa31 anggaran -

(2) Kr1ter1a untuk keadaan darurat sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

o

oo o

sekurang kurangnya memenuh1 kriteria sebaga1 benkut

'Bukan merupakan keglatan normal dari akt1ﬁtas pemerlntah
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah ‘daerah; ;
Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
'pemuhhan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan

_ é. Merupakan belanJa untuk keperluan mendesak

- (3) Kr1ter1a belanJa untuk keperluan mendesak sebagaimana dlmaksud

pada ayat (2) - huruf e mencakup Program dan kegiatan pelayanan
dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan; dan Keperluan mendesak lainnya yang apabila

" ditunda akan menimbulan keruglan yang lebih besar bagi pemenntah

daerah dan masyarakat

' Paséil- ‘6

Uraian lebih lanjut ’Ahggaran Pendapatah dan Belanja Daerah.

sebagalmana ‘dimaksud - pada pasal 1, tercantum dalam Lampiran

I

9,

- 3.

Peraturan Daerah ini, yang merupakan baglan yang tidak terpisahkan -
dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

LamplranI o ngkasan APBD;

Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerlntahan

-~ 7 - ‘daerah dan organisasi SKPD;

Lampiran IIT ’ Angkasan APBD ‘menurut urusan pemermtahan‘ o
- , - ‘daerah, organisasi SKPD, pendapatan bPlan_]a‘ dan
R 7 ‘pemblayaan S

.- Lampiran IV 'vf.7Rekap1tulas1 belanja menurut urusan pernerlntahan

. daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan; .

. Lampiran V . - ':;Rekapltulam belanja daerah untuk keselerasar. dan "'

. keterpaduan urusan pemerinahan daerah dan fungs1 .
'~ };dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;




e

6 : Lampiran VI - Daftar Jumlah pegawa1 per golongan dan per _]abatan : :
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah; S £
- 8. Lampiran VIIL iDaftar penyertaan modal (1nvestaS1) daerah ;

9. Lampiran IX  Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset S

B . tetap daerah; _ : R
10. Lampiran X Daftar perk1raan penambahan dan pengurangan aset e
‘ ' lain- -lain; , : ,
11. Lampiran XI  Daftar keglatan keglatan tahun anggaran sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembah
_. -f-dalam tahun’ anggaran ini; e ,

12. kLa;‘mp‘iran'XII s 'Daftar dana cadangan daerah dan

s VLa‘r'npiranv Xl ‘Daftar p1n3aman daerah dan obhgas1 daerah.

Pasal 7
N

Bupatl menetapkan Peraturan Bupati tentang PenJabaran Anggaran R
Pendapatan " dan Belanja Daerah sebaga1 landasan operasmnal_f
pelaksanaan APBD L

o PasaL8 L s
‘Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal d1undangkan

’Agar setlap orang mengetahulnya memerintahkan pengundangan}”i e
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah e TR
Kabupaten Bengkahs X

Ditétapkan_di Bengkalis
| "pada' tanggal 11 Maret 2013

{{,H. HERLIYAN SALEH

D1undéirigkan di Bengkalis
pada tanggal 11 Maret 2013

' SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H . ASMARAN HASAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2013 NOMOR o1 '




